6)

7)

Traktrat (Teraty)

Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (konsensus) tentang
sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat
perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada
isi perjanjian yang mereka adakan itu.

Hal ini disebut Pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa perjanjian
mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian
harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian
antara negara atau perjanjian internasional ataupun Traktat. Traktat
juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang
bersangkutan.

Jika traktat diadakan oleh dua negara, maka traktat adalah Traktat
Bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina
tentang “Dwi-Kewarganegaraan”.

Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka Traktat itu disebut
Traktat Multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang
pertahanan bersama negara-negara Eropah (NATO) yang diikuti oleh”
beberapa negara Eropah.

Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan pada negara-
negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi
kemitidian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat
Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa.

Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai
kekuasaan dan pengaruh dalam pegambilan keputusan oleh hakim.

Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegang pada
pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal
dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan
menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip)
pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus
diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana
seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.
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4.

Terutama dalam hubungan intemasional pendapat-pendapat para
sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum
internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum
yang sangat penting.

Mahkamah Internasinal dalam Piagam Mahkamah Internasional
(Statute Of the Internasional Court of Justice) pasal 38 ayat 1 mengakui,
bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat
menggunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:

Perjanjian-perjanjian internasional (International conventions)
b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International customs)

C.  Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
(The general principles of law recognised by civilsednations)

d. Keputusan hakim (Judical decisions) dan pendapat-pendapat
sarjana hukum.

PERATURAN PERUNDANGAN NEGARA REPUBLIK IN-
DONESIA
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1. Masa Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Berdasarkan atau pada bersumber Undang-Undang Sementara 1950 dan
Konstitusi RIS-1949, peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar (UUD)

b. Undang-Undang (biasa) dan Undang-Undang Darurat
c. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat

d. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah.

1) UUD ialah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat
garis-garis besar dasar dan tujuan Negara. Surat UUD dibentuk oleh suatu
badan tertentu yang khusus untuk itu, seperti:



2)

a.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan UUD-
1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut ketentuan UUD-1945

Konstituante dan Pemerintah menurut ketentuan UUD-1950 dan
Konstitusi RIS-1949

Undang-undang yang dibentuk berdasarkan UUD disebut Undang-
Undang organik (undang-undang pelaksanaan dari suatu UUD)

Suatu UUD mempunyai rangka seperti berikut:
a. Mukadimah atau Pembukaan Preambule;
b. Bab-bab yang terbagi atas pasal-pasal

c. Pasal terdiri dari ayat-ayat.

Rangka Undang-Undang Dasar 1945 ialah
(1) Pembukaan: 4 alinea
(2) Isi UUD - 1945:

a) 16 Bab

b) 37 pasal

¢) 4 pasal Aturan Peralihan

d) 2 ayat Aturan Tambahan

(3) Penjelasan UUD - 1945

UUD biasanya disebut juga Konstitusi; akan tetapi sebenarnya

Konstitusi tak sama dengan UUD. UUD itu merupakan peraturan hukum
negara yang tertulis sedangkan Konstitusi tidak saja meliputi peraturan
tertulis tetapi juga mencakup peraturan hukum negara yang tidak tertulis
(Conventations). Jadi pengertian Konstitusi itu lebih luas daripada UUD.

Undang-undang (biasa) ialah peraturan negara yang diadakan untuk
menyelengarakan pemerintah pada umumnya yang dibentuk berdasarkan
dan untuk melaksanakan UUD. Menurut UUDS 1950 pasal 89 UU dibentuk
oleh Pemerintah bersama-sama DPR.
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Suatu undang-undang terdiri atas:

a.

Konsiderans : yakni alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya
suatu Undang-Undang

Konsidens dinyatakan dengan kata-kata:

Menimbang : bahwa ... dan seterusnya (alasan-alasan pembentukan
UuD). ’
Mengingat : ... (disebut nama UU)

Diktum: ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah
disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan kata-
kata:

Memutuskan:

Menetapkan ... (disebut nama UU)

Isi: isi UU itu terdiri dari: Bab-bab, Bagian, Pasal, Ayat-ayat.

Undang-undang Darurat itu ialah UU yang dibuat oleh Pemerintah sendiri
atas kuasa dan tanggung jawab Pemerintah yang karena KEADAAN YANG
MENDESAK perlu diatur oleh negara.

UUD Darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti
UU biasa dengan perbedaan:

(1) dalam menimbang harus diterangkan bahwa karena keadaan yang mendesak
peraturan ini perlu segera diadakan.

(2)

3

Kalimat “dengan persetujuan DPR” dihilangkan. UUD Darurat dapat
kemudian disahkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR menjadi UUD
biasa.

Peraturan Pemerintah (pusat) adalah suatu peraturan dikeluarkan oleh
Pemerintah untuk melaksanakan suatu UU. Peraturan Pemerintah dibuat
semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR. Peraturan
Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan yang seperti UU
darurat, dengan perbedaan kalimat “bahwa keadaan mendesak ...“
dihilangkan.




(4) Peraturan Daerah ialah semua peraturan yang dibuat oleh Pmerintah

setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi
derajatnya. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 dikenal:

(a) Peraturan Propinsi
(b) Peraturan Kotapraja
(c) Peraturan Kabupaten
(d) Peraturan Desa

Sekarang ini berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1974 dikenal
(1) Peraturan Daerah Tingkat I
(2) Peraturan Daerah Tingkat II

2. Masa sefelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.

Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan
Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum

seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan
perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan Pemerintah harus
berdasarkan dan/atau melaksanakan undang-undang Dasar daripada Negara
tersebut. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia
dikeluarkan harus berdasarkan dan/atau melak-sanakan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (UUD 1945)

Adapun bentuk dana tata-urutan peraturan-perundangan Republik Indone-

sia sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian
dikuatkan oleh Ketetapan MPR No. V/IMPR/1973) adalah sebagai berikut:

a)
b)
<)

d
e)
fH

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)

Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-
Undang (PERPU)

Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPRES)

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
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Tata-urutan (hierarki) Peraturan perundangan tersebut di atas dapat diubah
atau dipertukarkan tingkat kedudukannya, oleh karena tata-urutan peraturan
perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya Badan Penyusun peraturan
perundangan dan menunjukkan kepada tinggi-rendahnya tingkat kedudukan
masing-masing peraturan negara tersebut. Tata-urutan peraturan perundangan
yang dimaksudkan, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkat
kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundangan
lain yang lebih tinggi tingkat kedudukannya. Misalnya: Undang-Undang tidak
boleh bertentangan dengan isinya dengan Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah
dengan UU dan sebagainya.

2. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara,
yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber
daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara
itu. Undang-Undang Dasar dari suatu negara hanya merupakan sebagian saja
dari hukum dasar negara itu dan bukanlah merupakan satu-satunya sumber
hukum.

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tetulis, sedang disamping UUD
ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, merupakan sumber hukum
lain, misalnya: kebiasaan-kebiasaan, traktat-traktat dan sebagainya.

Sesuai dengan sistemn konstitusi (konstitusi = UUD dalam arti luas termasuk
hukum dasar tak tertulis) seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan authentiek
(resmi) dari UUD - 1945, maka UUD-1945 adalah ketentuan-ketentuan yang
tertinggi tingkatnya yang pelaks.naannya dilakukan dengan Ketetapan MPR
(S) dan Undang-Undang.

3) Ketetapan MPR
Mengenai Ketetaran MPR ada dua macam;
a. Ketepan MPR yang me »uat garis-garis besar calam bidang legislatip
dilaksanakan dengan Undang-Undang.

b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutiy
dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.




4) Undang-Undang

Undang-Undang adalah salah satu bentuk Peraturan perundangan yang
diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dinamakan Undang-
Undang organik.

Menurut UUD-1945 pasal 15¢ ayat (1), Presiden memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilam Rakyat
(DPR), jika suatu rancangan Undang-Undang yang diajukan presiden
(Pemerintah) tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak
boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 20 ayat 2 UUD
- 1945).

Selain Presiden (Pemerintah), anggota-anggota DPR berhak memajukan
rancangan Undang-Undang. Jika rancangan dimajukan DPR itu tidak disetujui
oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu (pasal 21 UUD - 1945).

Bilamana suatu Undang-Undang mulai sah berlaku? Seperti telah dijelaskan
syarat untuk berlakunya suatu Undang-Undang ialah setelah diundangkan dalam
Lembaga Negara (Lembaran Negara adalah tempat perundangan peraturan-
peraturan Negara agar supaya sah berlaku) oleh Sekertaris Negara, dan tanggal
mulai berlakunya suatu Undang-Undang ialah menurut tanggal yang ditentukan
dalam Undang-Undang itu sendiri; jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan
dalam Undang-Undang, maka Undang-Undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah
Undang-Undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara Untuk Jawa dan
Madura, sedangkan derah-daerah lainnya baru mulai berlaku 100 hari setelah
perundangannya.

Berkenaan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, kita mengenal
beberapa asas Peraturan Perundangan: :

(a) Undang-Undang tidak berlaku surut

(b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula

(c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang
yang bersifat umum.

(d) Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang
yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama)

(e) Undang-Undang tak dapat diganggu-gugat.
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Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (PERPU).
PERPU diatur dalam UUD - 1945 pasal 22 sebagai berikut:

(a) dalam hal-ikhwal kegentingan yang mamal.sa, Presiden bernak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai penggarnti undang-undang;

(b) peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut:

(c) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.

Berkenan dengan PERPU ini dijelaskan dalam UUD-1945, bahwa peraturan
seperti ini memang perlu diadakan, agar supaya keselamatan negara dijamin
oleh Pemerintah dalam keadaan genting, yang memaksa Pemerintah untuk
bertindak lekas dan cepat.

Walaupun demikian, Pemerintah tak akan lepas dari pengawasannya sama
dengan Undang-Undang harus disahkan oleh DPR.

Ketentuan UUD - 1945 tersebut sebenarnya memberikan suatu kekuasaan
yang sangat besar kepada Presiden, oleh karena PERPU yang ditetapkan sendiri
dapat merubah atau menarik kembali suatu Undang-Undang biasa yang
ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Tentu saja seperti telah
dikemukakan dalam penjelasan UUD - 1945, kekuasaan Presiden tersebut
memerlukan suatu pengawasan (dari DPR) supaya tidak disalah gunakan.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

D1 samping kekuasaan membentuk PERPU, UUD-1945 memberikan lagi
kekoasaan kepada Presiden untuk menetapakan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2 UUD -
1945).

Selain peraturan Pemerintah (Pusat), dikenal pula Peraturan Pemerintah
Daerah misalnya Peraturan-Peraturan Daerah seperti misalnya Peraturan-
Peraturan Daerah Swatantra (Daerah Otonom) Tingkat I, Tingkat II dan Daerah-
Duerah lainnya,

Peraturin pemerintah (Pusat) memuat aturan-aturan umum untuk
mel:ksanakan {Tawdang-Undang, sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah
memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pusat.




Peraturan Pemerintah Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Pusat, dan jika ternyata bertentangan maka Peraturan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan dengan sendirinya batal (tidak berlaku).

Selain Peraturan Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Presiden, Presiden
berhak juga mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan yang
bersifat khusus (einmalig = berlaku atau mengatur suatu hal tertentu saja)
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, Ketetapan
MPR(S) dalam bidang eksekutip atau Peraturan Pemerintah Pusat.

Adapun Peraturan-Peraturan pelaksanaan lainnya (baik yang diadakan oleh
pejabat sipil maupun oleh pejabat militer) seperti keputusan Menteri, Keputusan
Panglima angkatan Bersenjata dan lain-lain, harus pula dengan tegas berdasar
dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

5. KODEFIKASI HUKUM

Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara:
1. Hukum Tertulis (Statute Law = Written Law), yakni Hukum yang dicantumkan
dalam pelbagai peraturan-peraturan.

9. Hukum Tak Tertulis (unsatatutery law = unwritten law), yaitu Hukum yang
masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya
ditaati seperti suatu peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan).
Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodifikasikan, dan yang belum
dikodefikasikan.

KODIFIKASI ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-
undang secara sistimatis dan lengkap.

Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah: a. jenis-jenis hukum tertentu (misalnya
Hukum Perdata); b. sistematis c. lengkap.

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a.
kepastian hukum; b. penyederhanaan hukum; c. kesatuan hukum.




3. Contoh Kodifikasi Hukum:

a. diEropah :1)

2)

b. di Indonesia : 1)
2)
3)

4)

Corpus Iuris Civilis (mengenai hukum Perdata yang
diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan
Romawi Timur dalam tahun 527-567

Code Civil (mengenai hukum perdata) yang
diusahakan oleh Kaisar Napole on di Prancis dalam
tahun 1604.

Kitab Undang-undang Hukum sipil (1 Mei 1948)
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1948)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Januari
1918).

Kitab Undang-undang Hukum acara pidana dana
(KUHP), 31 Desember 1981.

6. 12 MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

1. PEMBAGIAN HUKUM MENURUT ASAS PEMBAGIANNYA

Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat
definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi
dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas-pembagian, sebagai beri

kut: :

1) Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam:

a.  Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan

perundangan.

b. Hukum Kebiasaan (Adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-
peraturan kebiasaan (adat).

¢.  Hukum Traktat, yaitu Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam
suata. perjanjian antar negara (traktat)

d.  Hukum Jurispudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.




2) Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:

a.

Hukum Tertulis, Hukum ini dapat pula merupakan:

1. Hukum tertulis yang dikodefikasikan (lihat angka 6, Par .12)
2. Hukum tertulis tak dikodifikasikan

Hukum Tak Tertulis, (Hukum Kebiasaan)

(Keterangan kedua macam hukum ini telah diberikan dalam penjelasan
tentang kodifikasi)

3). Menurut tempat-beriakunya hukum dapat dibagi dalam:

Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam
dunia internasional.

Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dinegara lain.

Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja
untuk para anggota-anggotanya.

4). Menurut waktu berlakunya, hukum dapaf dibagi dalam

a.

Ius Contitutum (Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi
suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Singkatnya: Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu,
datam spatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif
itu “Tata-Hukum”.

Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu
yang akan datang.

Hukum Asasi (Hukum), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala
waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas
waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun
juga diseluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.
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5) Menurut cara mempertahankan hukum dapat dibagi dalam

a.

b.

Hukum Material, yaitu hukum yang membuat peraturan- peraturan yang
mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan berw ujud
perintah-perintah dan larangan-larangan,

Contoh Hukum Material: Hukum Pidana, Hukum Pe:data, maka \ang
dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material J.u Hukum Perduta
Matenal.

Hukum Formal Hukem Provec atau Hukum Acwa yanw hukum yang
memoeat peraturan-peraturan yang mengatur bagtimana cara-caranya
mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadiian dan bagaimana cara-
cararya Hakim memberi putusan,

Contoh Hukum Formal: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur
bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Mate-
nal atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan
sesuatu perkara pidana ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya
hakim pidana memberikan putusan.

Hukum Acara Perdata, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur
bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata
material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya
mengajukan sesuatu perkara-perdata ke muka Pengadilan Perdata dan
bagaimana caranya hakim perdata menberikan putusannya.

6) Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:

a.

Hukum yang memaksa, yaitn hukum yang dalam keadaan bagaimanapun
juga harus mempunyai paksaan mutlak.

Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan senditi dalam suatu perjanjian.




7) Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam:

a.

Hukum Objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum
dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya
menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara
dua orang atau lebih.

Hukum Subjektif, hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku
terhadap seorang tertentu atau lebih.

Hukum Subjektif disebut juga HAK.

Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.

8) Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:

a.

Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-
hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik
beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara Negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara
dengan perseorangan (warganegara)

’ /

2. HUKUM SIPIL DAN HUKUM PUBLIK

Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang penting ialah Hukum
Sipil dan Hukum Publik.

1) Hukum Sipil (Hukum Privat)
Hukum Sipil itu terdiri dari:

a

b.

Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi:

1. Hukum Perdata dan

2. Hukum Dagang

Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.
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Catatan : Dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering

c)

mempersamakan Hukum Sipil dengan Hukum Perdata. Agar tidak
membingungkan, maka perlu dijelaskan bahwa:

a) Jika diartikan secara luas, maka Hukum Perdata itu adalah
sebagian Hukum Sipil.

b) Jika diartikan secara sempit, maka Hukum Perdata itu adalah
sama dengan Hukum Sipil.

Dalam Bahasa Asing:
(1) Hukum Sipil = Privatatrecht atau Civielrecht.
(2) Hukum Perdata = Burgerlijkrecht.
(3) Privaatrecht dalam arti luas meliputi
" (2) Burgelijkrecht, dan
(b) Handelsrecht (Hukum Dagang)

2) Hukum Publik itu terdiri dari:

a)

b)

d)

Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan
pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat
perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah
Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatanra).

Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata
Pemerintahan), Yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas
(hak dan kewajiban) dan kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

Hukum Pidana (pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur
perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada
siapa yang melarang serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan
perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Schoten dan Logemann
menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik.

Hukum Internasional, yang terdini dan:

(a) Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan
hukum antara warganegara-warganegara sesuatu negara dengan
warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan
internasional.




(b) Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Warga), yaitu hukum

yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-
negara yang lain dalam Hubungan Internasional.

Jika seorang berbicara tentang Hukum Internasional, maka hampir selalu
dimaksudkannya ialah Hukum Publik Intermasional.

3. Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

a.

Perbedaan isinya:

a)

b)

Hukum Perdata mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu
dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan
perseorangan.

Hukum Pidana hubungan Hukum antara seorang anggota masyarakat
(warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat
itu.

Perbedaan pelaksanaannya.

a)

b)

Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan
oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak kepentingan yang
merasa dirugikan.

Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.

Pelanggaran terhadap norma hukum-pidana, pada umumnya segara
diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak
yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum
pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara
seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak.

Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang

berwajib (polisi) tentang tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan
(yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi
penggugat adalah Penuntut Umum itu (jaksa).

Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh

pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang
dirugikan, misalnya: perzinahan, pencurian, perkosaan, antara keluarga.
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¢. Perbedaan penafsiran :

a) Hukum Perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam
interpretasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam
Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal
penafsiran authentuik, yaitu penafsiran yang tercantum Undang-
Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke-I Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana). (lihat Bab XII).

Perbedaan Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) dengan acara Pidana
(Hukum Acara Pidana)

Hukum Acara Perdata, ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara
memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum Acara
Pidana, ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan
mempertahankan hukum pidana material.

1) Perbedaan mengadili:

é) Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara
di muka pengadilan-perdata oleh hakim perdata.

b) Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara
dimuka pengadilan-pidana oleh hakim pidana.

2) Perbedaan pelaksanaan:

a) Pada Acara Perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan
yang dirugikan.

b) Pada Acara Pidana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum (jaksa)

3) Perbedaan dalam Penuntutan:

a) Dalam Acara perdata, yang menuntut sitergugat adalah pihak yang
dirugikan, Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak terdapat
penuntut umum atau jaksa.




4)

5)

6)

7

8)

b) Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa.
jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara, berhadapan
dengan si terdakwa. Jadi di sini terdapat seorang jaksa.

Perbedaan alat-alat bukti:

a) Dalam acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5
alat bukti yaitu: tulisan, saksi, persangkaan, pengkuan dan sumpah).

b) Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti (kecuali sumpah).

Perbedaan penerikan kembali suatu perkara:

a) Dalam acara perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang
bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.

b) Dalam acara pidana, tidak dapat ditarik kembali.

Perbedaan kedudukan para pihak:

a) Dalam acara perdata, pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama.
Hakim bertindak hanya sebagai wasit, dan bersifat pasip.

b) Dalam acara pidana, jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa.
hakim juga turut aktif.

Perbedaan dalam dasar keputusan hakim:

a) Dalam acara perdata, putusan hakim cukup dengan mendasarkan diri
dengan kebenaran formal saja (akta tertulis dan lain-lain).

b) Dalam acara pidana, putusan hakim harus mencari kebenaran mate-
rial (menurut keyakinan, perasaan keadailan hakim sendiri).

Perbedaan macamnya hukuman:

a) Dalam acara perdata, tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum
denda, atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda.

b) Dalam acara pidana, terdakwa terbukti kesalahannya dipidana mati,
penjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana
tambahan seperti: dicabut hak-hak tertentu dan lain-lain.
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9) Perbedaan dalam bandingan (pemeriksaan tingkat banding)

a) Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan
Tinggi disebut Appel.

b) Bandingan perkara-pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan
Tinggi disebut Revisi.
(Appel dan revisi, dalam bahasa Indonesianya keduanya disebut
banding).

5. Golongan Hukum Perdata lainnya

Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk
pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum perselisihan
atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum Antar Tata Hukum.

Hukum Perselisihan ialah: kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum
manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum
tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Dapat juga dikatakan Hukum Perselisiahan itu adalah peraturan-peraturan
Hukum yang mengatur hukum nasional manakah yang berlaku, bila terjadi
perselisihan antar hukum nasional yang satu dengan hukum nasional yang lain.

Hukum Perselisihan itu ada beberapa jenis yaitu:

(1) Hukum Antar Golongan atau Hukum Intergentil

) Hukum Antar Tempat atau Hukum Interlocaal

(3) Hukum Antar Bagian atau Hukum Interregional

(4) Hukum Antar Agama atau Hukum Interreligieus

(5) Hukum Antar Waktu atau Hukum Intertemporaal = Hukum transistor.

ad. (1) Hukum Antar Golongan (intergentil) ialah hukum yang mengatur hubungan
hukum antar orang-orang atau (golongan) dalam satu Negara/Masyarakat
yang tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan.

Dapat juga dikatakan, bahwa Hukum Intergentil ialah: Peraturan-peraturan
hukum yang menentukan Hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku
apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih
yang berlainan, disebabkan karena perbedaan GOLONGAN dari
warganegara-warganegara dalam suatu negara.




ad. (2) Hukum Antar Tempat ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan
hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu
peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan,
disebabkan karena perbedaan TEMPAT dari warganegara-warganegara
dalam suatu negara.

ad. (3) Hukum Antar Bagian ialah peraturan-peraturan hukum yang menetukan
hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu
peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan,
disebabkan karena perbedaan BAGIAN NEGARA dalam suatu negara.

ad. (4) Hukum Antar agama ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan
hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu
peristiwa tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan
karena perbedaan AGAMA dari warganegara-warganegara dalam suatu
negara.

ad. (5) Hukum Antar Waktu ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan
hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu
peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan,
disebabkan karena perbedaan WAKTU BERLAKUNYA dalam suatu negara.

Hukum perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhadap warganegara-
warganegara dalam suatu negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan
perbedaan-perbedaan: golongan, tempat, bagian negara, agama dan waktu berlaku
peraturan hukum (pluralisme dalam hukum perdata). Sedangkan Hukum Pidana
telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesa (unifikasi).

Bagi golongan penduduk dalam suatu negara yang berlainan Kewarganegaraan
yang masing-masing tunduk pada Hukum Perdata Nasionalnya, maka yang berlaku
adalah Hukum Perdata Internasional.

Ada sarjana yang menggolongkan Hukum Perdata Internasional ke dalam
Hukum Perselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan di atas adalah termasuk
golongan Hukum Perdata.
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6. Hukum yang dikodifikasikan dan Hukum yang tidak
dikodifikasikan

antara:

Hukum yang dokodifikasikan itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua
hukum tetulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tetulis itu dapat dibedakan

(1) Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan misalnya:

2

a.

a.

Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918;

Hukum Sipil, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1848;

Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848;

Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981.

Jelas bahwa Hukum Pidana. Hukum Acara Pidana. Hukum Perdata dan

Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan misalnya:

® e pe oo

Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan

Peraturan tentang Hak Oktroi (hak menemukan di bidang industri)
Peraturan tentang Hak Cipta (auteurstecht)

Peraturan tentang Ikatan Perkereditan

Peraturan tentang Ikatan Panen

Peraturan tentang Kepailitan

Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam bidang
Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasi.
Ringkasnya, ditinjau dari segi bentuknya, maka hukum itu dapat dibagi dalam:
Hukum Tertulis:

a) yang dikodifikasikan

b) yang tidak dikodifikasikan

Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan); Di Indonesia Hukum Kebiasaan
(Common Law) disebut Hukum Adat (Adat Law).




